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A. Dasar Hukum: 
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemillhan 
Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagalmana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomor 1 Tehun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PengganU Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang; 

2} Pereturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tehun 2020 tentang 
Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wall Kota Dan Wakil Wall Kota; 

3) Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Penanganan Pelanggaran Pemlllhan Gubemur den Wekll Gubemur, Bupati den 
Wakil Bupall, aerta Wahkota dan Wekil Walikota; 

4) Peraturan Baden Pengawaa Pemillhan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Penanganan Pelanggaran Admlnlstrasl Pemlllhan Gubemur dan 
Wakil Gubemut, Bupati dan Wakll Bupatl, aerta Wahkota den Wakil watikota 
yang Terjadl Secara Terstruktur, Slstematis, dan Maslf; 

S) Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemlllhan Gubemur Dan Wakil Gubemur, 
Bupati Dan Wakil Bupatl, Serta Wall Kota Dan Wakll Wall Kota; 
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B. lmbauan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5 Undang-Undang 
Pemilihan, Bawaslu Kabupaten bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan 
kampanye Pemitlhan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan petanggaran 
Pemihhan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan. Sesuai dengan Undang- 
Undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye 
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wskll BupaU, serta 
Wali Kota Dan Wakll Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Tuban Menglmbau kepada 
Pasangan Calon untuk: 

1. Memperhatikan Jadwal Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubemur dan 
Wakll Gubemur, Bupatl dan WakllBupati, serta Walikota dan Wakll Walikota 
yang sudah d,tentukan pada Peraturan Komlsi Pemilihan Umum Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemillhan Gubemur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan WakJI Bupati, serta Wallkota dan Wskll Walikota Tahun 
2024; 

2. Agar memperhalikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 

Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikola Dan Wakil Pasal 57 Ayet (1) sampai 
dengan Ayat (4), sebagaimana berikut: 

(1) Dalam Kampanye dilarang: 

a. mempersoalkan dasar negara PancasHa dan Pembukaan Undang­ 
Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945; 

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, r,olongan, calon gubemur. 
ca/on wskll gubemur, calon bupatl. ca/on wakil bupati, calon walikota. 
cslon wakil wslll<ota, danlatau partaf politik; 

c. melakukan Ksmpanye berupa rm,nghasut. memfftnah, mengadu 
domba partsi politik. perseorangan, danlatau kelompol( masyarakat: 

d_ menggunakan kekerasan. ancaman kekerasan, alau menganjurl<an 
penggunaan kekerasan kepada perseorangsn, kelompok 

masyarakat. danlatau partaf politlk: 
e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; 

f. mengancam dan menganjurl<sn penggunsan kekerasan untuk 
mengambil alih kekuasaan dari pemerlntshsn yano sah: 

6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 lentang Tahapan dan 
Jadwal Pem,hhan Gubemur dan Wakil Gubemur. BupaU den Wakd BupaU, serta 
Wal1kota dan Wakll Warikota Tahun 2024; 

7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye 
Pemilihan Gubemur dan Wakll Gubemur, Bupatl dan WakH Bupati, serta Wali 
Kola dan Wakil Wall Kota; 

8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman 
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemllihan Gubemurdan Wakil Gubemur, Bupall 
dan Wakil Bupatl, serta Wallkota dan Wakll Walikota 
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g. merusak danlatau mengh1/angkan a/at peraga Kampanye; 

h. menggunakan fas,lrtas dan anggaran pemenntah dan pemenntah 

daerah; 

i. menggunakan tempat ibadah dan tempst pendldikan; 

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjslan kaki danlatau 

dengan kendaraan di Jalan raya; danlatau 

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar Jadwal yang tefah ditetapkan 

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidlkan sebagaimana 

dimaksud pads syat (1) nutut i d1kecual1kan bagi perguruan tinggi yang 

mendapat izin darl penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan fain 

dan hadir tanpa atribut Kampanye. 

(3) Kampanye di perguruan linggi sebagaimana d1maksud pada ayot (2) 

dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntulcannya sene 

tidak meltbatkan anak. 

(4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) 

merupakan a/at danlalau perlengkapan yang memuat materl Kampanye 

Passngan Caton. 

3 Agar Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Masa Tahapan Kampanye 

mempertiatikan ketentuan Peraturan Komisi Permhhan Umum nomor 13 Tahun 

2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur Dan Walol Gubemur, Bupall Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikola Dan Wak1I Pasal 62 sampai dengan Pasal 66, 

sebagaimana benk.ut 

a Pasal 62 Ayat ( 1) sampai dengan ayat (2): 

(1) Dalam lcegiatan Kampanye, Psrlai Politik Peserta Pemilu atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Ca/on, danlatau 

tlm Kampanye dilarang melibatkan: 

a) pejabat bsdan usaha mihk negara/badan usaha m,hk daerah: 

b) aparatur sipil negara. anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau 

sebutan lainlperangkat kelurahan. 

(2) Pejabat negara. pejabat daerah, pejabat aparatur slpil negara. 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anwc,ta Tentara 

Nasional Indonesia, dan Kepala Dess atau sebutan lam/Lurah 

d1larang membuat kepulusan danlstau tlndak.an yang mengunlungkan 

atau merugikan salah setu Pasangan Caton. 

b. Pasal 63 yang berbunyl berikul 

Parts/ Pohtlk Peserta Pemilu atau Gabungan Parts/ Pofjtlk Peserta 

Pemflu, Pasangan CaJon. danlatau tim Kampanye djJarang melakukan 

Ksmpanye sebelum dimulainya mass Ksmpanye, pada mass tenang, 

dan pada Hari pemungutsn suara. 
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e, Pasal 64 yang berbunyl benkut 

(1) Partal Polttik Peserta Pem/111 atau Gabungan Partai Pol,t,k Peserta 

Pemilu. Pasangan Ca/on, danlatsu tim Ksmpanye d11arsng 

menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 syal (2), Pasat 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (t) dl tempal umum 

sebagaf berikut: 

a) tempat ibadah; 
b) rumah sakit stau lempat pelayanan kesehatan: 

c) tempat pendldikan: 
d) gedung atau fasilitas milik pemen·ntah; 

e) a/an protol<ol danlatau }a/an bebas hsmbatan; 

() prasarana dan sarana publik; dan/atau 
g) taman dan pepohonan. 

(2) Tempat umum sebsgaimana dimsksud psda ayat (1) huruf a, hurof b, 
huruf e, huruf d. dan hUltJI g termasuk halaman, p-agar. danlatau 

tembok. 
d. Pasal 65 ayat (1) sampal dengan ayal (2): 

(1) Partai Politik Peserta Pemilu a tau Gabungan Partai Polttik Peserts 

Pemilu, Pasangan Ceton, dan/atau um Kampanye d1larang 
memasang afat persga Kampanye sebagaimana dlmaksud dalam 

Passi 39 syst (1) pads tempst umum sebagal berikut 
a) tempat ibadah; 
b) rumen sal<it atau tempat pelayanan kesehatan,· 

c) Qedung milik pemenntah; 
d) tempat pendid1kan; 
e) fas1litss tertentu m,ltk pemerintah; dan 
() f as1/Jtas Jainnya yang dspal mengganggu ketert,ban umum. 

(2) Tempsl umum sebsgsimana dimaksud pads ayat (1) termasuk 

halaman. pagar, danlatau tembok.. 
e. Passi 66 ayat (1) sampal dengan Ayat (6): 

(1) Calon, danlatau tlm Kompanye d1lsrang menjsnjlksn danlatau 
memberiksn uang atau materi lainnya untuk memengaruhi 

penyelenggsrs Pemilihan danlstau pem11ih. 
(2) Seisin Ca/on at,u Pasangan Caton danlatau Tim Kampanye, anggota 

Psrtsl Politik Peserta Pemllu, dan re/swan. atsu p1hak lain Jugs 
dilarang dengan sengaja melaJwkan perbuatan melawan hukum 
menjanjikan atau membenkan uang stau materi lainnya sebagai 
fmbslan kepada warga negara Indonesia balk secet» langsung 

ataupun tfdak fangsung untuk: 
a) mempengarohi Pemilih untul< tidal< menggunakan hak fJJl1h; 
b) menggunal<an hsk pllih dengan cer» terlentu sehingga 

mengal<ibatkan suer» tidsk ssh: dsn 
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Tembusan: 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan): 

2. Arsip 

Peraturen Perundang-undangan yang berlaku. 

Oemiklan surat lmbauan ini kaml sampaikan, etas perhetian dan 

kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

• 

c) mempengaruhl untuk memllih calon tertentu atau tidak memilih 

calon tertentu. 

(3) Pssangan Calon danlatau tim Kampanye selama mass Kampanye 

dapat membenkan biaya makan minum peserla Kampanye, bloya 

transporlasi peserla Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye 

pada perlemuan terbatas danlatau perlemuan tatap muka dan dialog 

dan hadiah lainnya berdasarkan nilal kewa]aran dan kemahalan suatu 

daerah . 

(4) Selain pada pertemuan terbatas danlatau penemuen tatap muka dan 

dialog sebagaimana dlmaksud pads ayat (3). Pasangan Caton 

danlatau tfm Kampanye selama mass Kampanye dapat memberikan 

biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi pesene 

Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, danlatau hadiah 

lainnya pads rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar 

/arangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarl<an n,/ai kewajaran 

dan kemahalan suatu daerah. 

{S) Pasangan Calon danlatau Tim Kampanye dapat memberikan hadlah 

dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) dengan ketentuan: 

a) dalam bentuk barang; dan 

b) nilai sellap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling 

banyak Rp 1.000. 000,00 (satu Jut a rupiah). 

(6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transporlasi peserta 

Kampanye, clan pengadaan bahan Kampanye bag! peserta 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (4) lidak 

dlberlkan dalam bentuk uang tunai. 

4. Agar Pasangan Calon Bupatl dan Wakll Bupati Kabupaten Tuban mematum 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

https://v3.camscanner.com/user/download

